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ABSTRACT 
 
Radio is a means of communication that does not use cable as its medium, but uses electromagnetic 
waves to transmit voice. The use of radio frequency spectrum in the manner intended, and should not 
interfere with each other as the nature of the radio frequency spectrum can propagate in any direction 
without knowing the limits of the country, therefore, its use should require a permit from the 
Government. Concluded, first, setting the organization of broadcasting about granting permission to 
use the radio frequency spectrum in Indonesia are required for every person who, either legal entities 
of government, private and foreign in Indonesia, radio broadcasting must obtain permission from the 
Government through the MCIT.  Secondly, the principles of good governance Government associated 
with broadcasting license application filed by PT. RPLN are not implemented optimally and wisely, 
especially the Minister of Communication and Head of the Institute of Radio Frequency Spectrum 
Monitor Class II Medan. Third, the basic consideration of the judge's decision to cancel the Minister of 
Communication on radio broadcasting license application filed by PT. RPLN legally well-founded 
based on a consideration of the principles or the principles of good governance and has in the law 
normative. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Forum internasional di bidang komunikasi International Telecommunication Union (ITU) berdiri sejak 
tahun 18651, kegiatan penyelenggaraan penyiaran dalam aspek teknis operasional ditangani oleh ITU secara 
global. Regulasi internasional dalam ITU, penyiaran merupakan bagian dari telekomunikasi.2  
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis dengan nilai ekonomis 
tinggi, sehingga pengelolaannya secara efektif dan efisien harus memperoleh manfaat yang optimal dengan 
memperhatikan kaidah hukum nasional maupun international.3 
Radio sebagai alat komunikasi tidak menggunakan kabel sebagai media perantara, tetapi menggunakan 
gelombang elektro magnetik untuk mengirimkan suara. Radio diaplikasikan dalam bentuk komunikasi satu arah, 
komunikasi bergantian, maupun dua arah.4 Layanan perizinan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan 
dukungan teknologi informasi berupa sistem data processing dan database secara nasional (Sistem Informasi 
Manajemen Frekuensi/SIMF), serta sistem pengawasan (monitoring) terhadap penggunaan frekuensi radio yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.5 Gelombang elektromagnetik melalui pesan-pesan yang disampaikan 
dapat dikategorikan sebagai milik publik (public domain).6 Pemaknaan status frekuensinya sebagai domain 
publik yang berarti: 1) sebagai benda publik, 2) sebagai milik publik, dan 3) sebagai ranah publik.7 
Frekuensi lembaga penyelenggara penyiaran menurut Masduki merupakan milik warga negara yang 
bersifat terbatas, dimana pihak lain tidak bisa menggunakannya. Apabila dipakai dalam saluran yang sama maka 
akan mengalami noise (kabur, tidak jelas atau double, ribut,) dan output siaranpun akan merugikan pemilik 
media, tetapi juga merugikan publik.8  
Kepemilikan frekunesi penyiaran yang menjadi kajian utama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Nomor: 86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 12 April 2011, cq Putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Nomor: 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 4 Oktober 2011, cq Putusan Kasasi di Mahkamah 
Agung Nomor 39/K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012, cq Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung 
Nomor 07/PK/TUN/2013 tanggal 2 Mei 2013.yang mengabulkan gugatan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa 
(disingkat PT. RPLN) terhadap kebijakan Menkominfo dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio 
                                                 
1http://www.itu.int/en/about/Pages/history.aspx, diakses tanggal 6 April 2014. Sejarah berdirinya International 
Telecommunication Union (ITU) yang dipublikasika langsung di Situs Resmi ITU (www.itu.int). 
2 Hinca IP Panjaitan, Undang-Undang Telekomunikasi, Partisipasi Publik dan Pengaturan Setengah Hati, (Jakarta: 
Internews Indonesia, 2000), hal. 9. 
3http://www.postel.go.id/artikel_c_7_p_1856.htm, diakses tanggal 7 April 2014. Artikel yang dipublikasikan oleh 
Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia, berjudul, 
“Perizinan Spektrum Frekeunsi Radio”. 
4http://www.artikeltik.com/pengertian-telepon-radio.html, diakses tanggal 7 April 2014. Artikel yang dipublikasikan 
di Artikeltik.com berjudul, “Pengertian Telepon & Radio”. 
5http://www.postel.go.id/artikel_c_7_p_1856.htm, Loc. Cit. 
6 Ibid., hal. 15. 
7 Ibid. 
8 Ibid., hal. 16. 
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Kelas II Medan untuk menghentikan kegiatan mengudara (off-air) pada frekuensi 99,5 MHz pada Pemancar 
Stasiun Radio PT. RPLN. 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menguatkan Putusan PTUN Medan. Sama halnya 
tingkat kasasi yang juga menguatkan putusan PTUN. Pada Peninjauan Kembali tetap menguatkan putusan 
PTUN. Atas keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan Kepala Balai Monitor 
Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan tersebut menjadi kajian utama dalam penelitian ini dengan asumsi 
kebijakan dalam keputusan tersebut cendrung tidak menunjukkan pelayanan pemerintahan yang baik dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 
B. Permasalahan 
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
a. Bagaimanakah pengaturan tentang pemberian izin penyelengaraan penyiaran menggunakan spektrum 
frekuensi radio di Indonesia? 
b. Bagaimanakah prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dikaitkan dengan izin penyelenggaraan 
penyiaran PT. RPLN? 
c. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim membatalkan keputusan menkominfo tentang 
permononan izin penyelenggaraan penyiaran radio yang dimohonkan oleh PT. RPLN?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang pemberian izin penyelengaraan penyiaran 
menggunakan spektrum frekuensi radio di Indonesia. 
b. Untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik dalam kaitannya 
dengan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran kepada PT. Radio Pelangi Lintas Nusa. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim membatalkan keputusan Menkominfo 
tentang permononan izin penyelenggaraan penyiaran radio yang dimohonkan oleh PT. Radio Pelangi 
Lintas Nusa.   
 
D. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis, dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam mengetahui, memahami dan 
menganalisis permasalahan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik dan ketentuan 
yang mengatur pemberian izin penyelenggaraan penyiaran khususnya dalam sengketa tata usaha negara 
antara PT. Radio Pelangi Lintas Nusa dan Pemerintah cq Menkominfo.  
b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim-hakim 
pengadilan tata usaha negara, dalam mengadili perkara-perkara tata usaha Negara, Aparat 
Pemerintahan  dalam bidang Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan juga bagi Lembaga 
Penyelenggara Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio. 
 
 
II. KERANGKA TEORI  
Teori utama yang digunakan yaitu : teori tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dan teori 
tentang perizinan. Berdasarkan teori tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, doktrin J.H. Rapar 
mengatakan, Pemerintah dalam konteks negara hukum (rechtstaat) tidak dibenarkan melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dengan keinginan atau hawa nafsu belaka. Aristoteles mengungkapkan hukum lah yang memegang 
kedaulatan tertinggi, hukum tidak akan dapat digantikan oleh karena kekuasaan belaka.9 Montesquieu dalam 
ajaran Trias Politica bertujuan adanya jaminan hak-hak asasi manusia dilayani dengan baik dan benar.10 
Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim ajaran trias politika tersebut merupakan konsep pembagian 
kekuasaan yang berfungsi untuk mencegah timbulnya sebuah kekuasaan yang absolut yang pada akhirnya akan 
berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan penguasa.11 
Menyinggung masalah penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu 
diparalelkannya dengan konsep detournement de pouvoir. Dalam teori ini dikatakan bahwa penyalahgunaan 
wewenang terjadi karena penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya dilakukan. Pejabat menggunakan 
wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada pemegang wewenang 
itu. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukan karena suatu kealpaan melainkan dilakukan secara sadar dan 
disengaja atas dasar interest pribadi yang negatif untuk mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada 
pemegang wewenang itu.12 
                                                 
9 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 
182-183.  
10 Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum 
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), hal. 140.  
11 Padmo Wahyono, Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 44.  
12 Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, GH Addink, dan JBJM Ten Berge, Hukum Administrasi dan Tindak 
Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal. 21-22. 
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Peran Pemerintah begitu penting dalam memberikan hak-hak sosial (social right) dasar warga negara 
merupakan the right to receive, hak-hak untuk menerima dari Pemerintah seperti hak untuk mendapatkan 
pendidikan, pengajaran, hak memperoleh kenyamanan, keamanan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang 
layak bagi kemanusiaan, jaminan hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, jaminan sosial, dan 
lain-lain.13 Menurut Hotma P. Sibuea, “Orang-orang terbaik (aristokrat) akan memimpin negara demi 
kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.14  
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Pengaturan Tentang Pemberian Izin Penyelengaraan Penyiaran Menggunakan Spektrum 
Frekuensi Radio Di Indonesia 
1. Spektrum Frekuensi Radio 
Bicara tentang spektrum frekuensi radio tidak bisa dilepaskan dari konteks gelombang elektromagnetik. 
Heinrich Rudolf Hertz adalah seorang fisikawan Jerman yang telah menemukan gelombang elektromagnetik 
yang mengandung energi listrik dari dua titik tanpa kabel (nirkabel). Sehingga namananya diabadikan menjadi 
satuan gelombang elektromagnetik tersebut yaitu Hertz. Satu Hertz menyatakan banyaknya gelombang dalam 
waktu satu detik (1 Hertz = 1 gelombang per detik). Unit ini dapat digunakan untuk mengukur gelombang apa 
saja yang bergerak secara periodik.15 
Gelombang adalah getaran yang merambat, sehingga disebut gelombang elektromagnetik adalah 
getaran yang merambat tanpa kabel. Jenis gelombang ada dua yaitu gelombang transversal dan gelombang 
longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah 
getarannya.16 Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah 
getarannya.  
 
2. Pentingnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio 
Rangkaian daur proses pengaturan penyiaran menggambarkan bahwa perizinan menjadi tahapan 
keputusan dari Pemerintah/negara untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga 
penyelenggara penyiaran radio layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas spektrum frekuensi 
radio. Perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara kontiniyu dan berkala agar setiap 
lembaga penyelenggara penyiaran radio tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.17  
Sistem perizinan menentukan berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis 
(rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), 
substansi atau format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, 
perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.18 
Izin penyelenggaraan penyiaran radio diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah interferensi 
(gangguan) saluran frekuensi radio. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperoleh izin dari 
Pemerintah cq Menkominfo. Izin ini diperlukan karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam 
terbatas, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling 
mengganggu, mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas 
wilayah negara. Sumber daya alam tersebut harus dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat 
yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti konstitusi dan 
konvensi ITU serta radio regulation.19 
 
3. Tata Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio  
Mekanisme atau tata cara atau prosedur permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dari 
dinas penyiaran dapat di lihat pada diagram alir di bawah ini.20     
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Ibid., hal. 26. 
14 Hotma P. Sibuea, Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 
(Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hal. 17-18. 
15http://id.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz, diakses tanggal 26 Juni 2014, artikel yang ditulis oleh Tim Wiki, 
dipublikasikan di wikipedia, berjudul, Heinrich Rudolf Hertz, pada tanggal 6 April 2013. 
16http://arifkristanta.wordpress.com/belajar-online/gelombang/, diakses tanggal 26 Juni 2014, artikel yang ditulis 
oleh Arif Kristanta, berjudul, “Gelombang”, dipublikasikan di wordpress.com. 
17 http://www.kpiddiy.com/home.php?cat=bidang&p=perijinan-penyiaran, diakses tanggal 25 Juni 2014, artikel 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Siaran. 
18 Ibid.  
19 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 
dan Orbit Satelit. 
 20 http://www.postel.go.id/artikel_c_7_p_1858.htm, diakses tanggal 27 Juni 2014, Dinas Penyiaran Direktorat 
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
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Skema 1 
Tata Cara Mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran 
 
Sumber: http://www.postel.go.id/artikel_c_7_p_1858.htm 
 
Tata cara perizinan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28 
/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran menentukan 
lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran 
(IPP) dari Menteri yaitu dari Menkominfo. 
 
 
4. Pengaturan Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Gelombang 
Radio Di Indonesia 
Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Indonesia terdapat dalam 
perundang-undangan di bawah ini. Secara umum perundang-undangan tersebut mengandung ketentuan hukum 
tentang penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Khusus untuk perundang-undangan yang mengatur tentang 
pemberian izin penyelenggaraan penyiaran khususnya untuk izin penyiaran radio di Indonesia sudah cukup 
menjamin terselenggaranya perizinan spektrum frekuensi radio.21 
Dasar hukum yang mengatur tentang pemberian izin penyelenggaraan penyiaran khususnya untuk izin 
penyiaran radio di Indonesia pada prinsipnya sudah lengkap, dan cukup mampu memberikan perlindungan 
hukum dalam hal penyelenggaraan penyiaran. Namun dalam perkara permohonan izin penyelenggaraan 
penyiaran yang dimohonkan oleh PT. RPLN masih jauh dari harapan oleh sebab kurang patuhnya pemerintah 
dalam melaksanakan asas-asas tata kelola pemerintah yang layak. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur mengenai penataan 
telekomunikasi agar masyarakat tidak dirugikan khususnya dalam hal pemberian izin penyelengaraan penyiaran 
radio. Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menentukan telekomunikasi 
dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Norma ini sebagai kelanjutan dari Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945 yang menentukan, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma ini menetapkan kekayaan 
alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  
Mengenai perizinan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditentukan 
di dalam Pasal 11 bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat 
diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Izin yang dimaksud diberikan dengan memperhatikan: tata 
cara yang sederhana; proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta penyelesaian dalam waktu yang 
singkat. 
 
B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dikaitkan Dengan Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran Pt. Rpln 
1. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Yang Baik  
Asas-asas atau prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance principles) 
menurut Philipus M. Hadjon harus dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati 
                                                 
21http://e-penyiaran.kominfo.go.id/Regulasi, diakses tanggal 27 Juni 2014, Kemenkominfo, “Regulasi Sistem 
Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran”, Kementerian Komunikasi dan Informatikan Republik Indonesia. Lihat 
juga: http://kpidriau.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:tata-cara-mendapatkan-izin-stasiun-radio-isr-
untuk-radio-siaran-dan-televisi-siaran-dasar-hukum&catid=38:bidang-struktur-sistem-penyiaran&Itemid=55, diakses tanggal 
27 Juni 2014, Profil KPID Riau, berjudul tentang “Tata Cara Mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) Untuk Radio Siaran dan 
Televisi Siaran Dasar Hukum”, dipublikasikan pada tanggal 19 Januari 2012. 
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oleh Pemerintah.22 Selain itu, prinsip-prinsip good governance sudah ada yang dinormatifkan dalam perundang-
undangan saat ini. Jika good governance principles dinormatifkan dalam undang-undang, berarti good 
governance principles menjadi suatu kewajiban hukum. 
Asas-asas atau prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, menurut M. Makhmudz, antara lain: 
asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan pengambilan keputusan, asas bertindak cermat, asas 
motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampuradukkan kewenangan, asas pelayanan yang layak, asas 
keadilan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas kebijaksanaan.23 
Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan beberapa asas atau prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, 
yaitu: prinsip melibatkan partisipasi masyarakat, prinsip tegaknya supremasi hukum, prinsip transparansi, 
prinsip kepedulian terhadap stakeholders, prinsip orientasi pada konsensus, prinsip kesetaraan, prinsip 
efektivitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip memiliki visi strategis.24 
Kemudian good governance principles juga dikemukakan oleh Bhatta yaitu: akuntabilitas 
(accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), kepastian hukum (rule of law), 
manajemen kompetensi (management of competency), dan hak asasi manusia (human right). Kemudian 
menurut Mustopadidjaja, yaitu: demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, 
partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.25 
Bismar Nasution menyebutkan good governance principles antara lain adalah prinsip keadilan, prinsip 
transparansi, prinsip tanggung jawab, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip penekanan moral.26 Beliau 
menekankan prinsip transparansi kebijakan menjadi syarat utama.27 Tjokroamidjojo, menyebutkan yaitu: 
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum, dan jaminan.28 
Good governance principles menurut United Nations Development Programme (UNDP), yaitu: 
partisipasi (participation), transparansi (transparency), kepastian hukum (rule of law), tanggung jawab 
(responsivieness), orientasi pada kesepakatan (consensus orinetation), keadilan (equity), efektifitas dan efisiensi 
(effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), dan visi strategis (strategic vision).29 
 
2. Perkara Permohonan Izin Penyiaran PT. RPLN 
PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (PT. RPLN) yang mengajukan gugatan ke PTUN Medan, PT TUN Medan, 
Kasasi di Mahkamah Agung, hingga pada PK. Proses hukum yang ditempuh oleh PT. RPLN memperoleh hasil 
yang memuaskan, di mana majelis hakim memutuskan bahwa frekuensi 99,5 MHz kanal 120 adalah milik PT. 
RPLN. Dalam duduk perkara yang dipersoalkan kepemilikan yang sah atas frekuensi 99,5 MHz kanal 120, PT. 
RPLN memperoleh rekomendasi frekuensi siaran pada frekuensi 88,650 MHz sesuai dengan surat yang 
dikeluarkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan yaitu Surat Nomor: 637/III/B-
II/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Hasil Pengukuran Frekuensi 88,650 MHz yang diberikan kepada 
PT. RPLN (frekuensi lama). 
Putusan Majelis hakim memerintahkan Menkominfo untuk mencabut surat keputusannya sebagaimana 
mengabulkan gugatan PT. RPLN atas kebijakan Menkominfo dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi 
Radio Kelas II Medan yang memerintahkan kepada PT. RPLN menghentikan kegiatan mengudara (off-air) pada 
frekuensi 99,5 MHz pada Pemancar Stasiun Radio PT. RPLN.  
Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), majelis Hakim PTTUN juga menguatkan 
Putusan PTUN Medan tersebut. Mahkamah Agung pada Kasasi juga menguatkan putusan PTUN ini, demikian 
pula Mahkamah Agung pada PK juga menguatkan putusan PTUN. 
 
3. Kewenangan Menkominfo Dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio 
Kewenangan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan. Setiap orang maupun badan 
hukum akan berbuat atau tidak berbuat sesuatu jika dirinya memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan dalam 
memberi izin penyiaran akan diketahui jika wewenang untuk itu jelas dan tegas ditentukan dalam undang-
undang. Kewenangan Menkominfo dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah diwajibkan di 
dalam perundang-undangan.  
Oleh karena kewenangan Pemerintah harus ditentukan dalam undang-undang, maka masalah 
kewenangan Pemerintah harus memenuhi prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan 
yaitu asas legalitas terutama bagi negara-negara yang menganut sistem eropa kontinental.30 Dengan asas ini, 
kewenangan itu harus ditentukan dalam perundang-undangan. 
                                                 
22 Philipus M. Hadjon dalam Ridwan H.R., Op. cit., hal. 237. 
23 M. Makhfudz, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 43-44. 
24 Koesnadi Hardjasoemantri, Loc. cit. 
25 Bhatta dan Mustopadidjaja dalam Sedarmayanti (I), Op. cit., hal. 13-14. 
26 Bismar Nasution, “Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance: Suatu Kajian dari Pandangan 
Hukum dan Moral”, Makalah yang disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia 
Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance, diadakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik 
Indonesia berkerjasama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tanggal 1-2 
Oktober 2003, Medan, Sumatera Utara, hal. 2-3. 
27 Ibid. 
28 Tjokroamidjojo dalam Sedarmayanti (I), Op. cit., hal. 15. 
29 Ibid. 
30 Ridwan H.R., Op. cit., hal. 90. 
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Namun asas legalitas juga mengandung kelemahan dalam hal mengambil keputusan yang tepat 
menurut penilaiannya sendiri yang tidak dicantumkan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, hukum 
memberikan kewenangan untuk itu yaitu Pemerintah diberikan kewenangan kebebasan untuk melakukan 
diskresi yang disebut freies ermessen yaitu kebebasan Pemerintah bertindak atas inisiatif sendiri dalam 
menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Diberikannya freies ermessen kepada Pemerintah karena setiap 
bentuk campur tangan Pemerintah dibatasi oleh perundang-undangan sehingga dikhawatirkan perundang-
undangan tidak bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial.31 
 
4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dikaitkan Dengan Permohonan Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran Kepada PT. RPLN 
Asas-asas atau prinsip-prinsip good governance terdapat dalam tataran asas atau prinsip yang bersifat 
abstrak (tidak tertulis), good governance principles juga sudah ada yang dinormatifkan seperti dapat ditemukan 
di dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini terdapat: asas kepastian hukum; asas tertib 
penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; 
dan asas akuntabilitas. 
Good governance principles terdapat juga dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, yaitu: asas kepentingan umum; asas kepastian hukum; asas kesamaan hak; asas keseimbangan hak dan 
kewajiban; asas keprofesionalan; asas partisipatif; asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; asas 
keterbukaan; asas akuntabilitas; asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; asas ketepatan 
waktu; dan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
Good governance principles itu juga terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: asas kepastian hukum; asas tertib. penyelenggara negara; asas kepentingan 
umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas 
efektivitas. 
Masih banyak lagi asas-asas atau prinsip-prinsip good governance tersebar baik dalam tataran asas-
asas atau prinsip-prinsip yang bersifat abstrak (tidak tertulis) maupun sudah dinormatifkan dalam perundang-
undangan yang berlaku. Khusus asas-asas atau prinsip-prinsip pelayanan Pemeirntah di bidang pelayanan 
pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, terdapat di dalam Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
serta di dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. 
Asas-asas atau prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan telekomunikasi 
pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu: asas manfaat; asas adil dan 
merata; asas kepastian hukum; asas keamanan; asas kemitraan; asas etika; dan asas kepercayaan pada diri 
sendiri. 
Asas-asas atau prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan penyiaran 
khususnya penyiaran melalui radio sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 
adalah: asas manfaat; asas adil dan merata; asas kepastian hukum; asas keamanan; asas keberagaman; asas 
kemitraan; asas etika; asas kemandirian; asas kebebasan; dan asas tanggung jawab. 
Asas-asas atau prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan penyiaran 
menurut Pasal 3 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, adalah: asas 
kemanfaatan; asas keadilan; asas kepastian hukum; asas kebebasan dan tanggung jawab; asas keberagaman; asas 
kemandirian; asas kemitraan; asas keamanan; dan asas etika profesi. 
 
C. Pertimbangan Hakim Membatalkan Keputusan Menkominfo Tentang Permononan Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran Radio Yang Dimohonkan Oleh PT. RPLN 
1. Keputusan Pemerintah  
Keputusan Pemerintah disebut dengan istilah beschikking atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 
Hampir semua organ Pemerintahan di Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan atau 
ketetapan. KTUN merupakan suatu wujud tindakan hukum dari pejabat publik bersegi satu yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah. Bersegi satu maksudnya adalah bahwa keputusan tersebut bersifat sepihak artinya keputusan 
Pemerintah dikeluarkan secara sepihak yang  berada dalam lingkungan kewenangan pemerintahan dan 
dikeluarkan oleh suatu badan pemerintahan itu sendiri.32 
Keputusan Pemerintah yang bersifat kongkrit objek putusan tidak abstrak tetapi berwujud atau dapat 
ditentukan. Misalnya surat penghentian mengudara yang dikeluarkan oleh Menkominfo dalam perkara a quo. 
Individual artinya KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi kepada pihak tertentu, yang dalam hal ini 
adalah pihak PT. RPLN. Final artinya sudah defenitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan atasan dan 
karenanya menimbulkan akibat hukum karena hal itu dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku.33 
 
                                                 
31 Ibid., hal. 230. 
32 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2012), hal. 73.  
33 Ibid., hal. 75-76. 
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2. Pembuktian di Sidang Pengadilan 
Berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara tertanggal 18 Mei 2001, PT. RPLN 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat Izin Stasiun Radio (ISR). Atas permohonan tersebut Kepala 
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan telah melakukan pengukuran frekuensi pada frekuensi 
88,650 MHz tertanggal 10 September 2001 dan disampaikan kepada Kadit Binspekfrek & Orsat yang intinya 
menyatakan terhadap permohonan PT. RPLN telah dilakukan pengukuran pada frekuensi 88,650 MHz clearence 
frequency, serta direkomendasikan pula oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan 
untuk dapat dialokasikan oleh PT. RPLN. 
Seyogiyanya atas pengukuran tersebut, terhadap permohonan PT. RPLN untuk memperoleh ISR harus 
segera diproses, namun karena terjadi pergeseran spasi kanal frekuensi dari 350 KHz menjadi 400 KHz dan 
pergantian UU Penyiaran (masih dalam RUU) menjadi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka 
terhadap permohonan ISR tersebut tidak diproses (tidak diterbitkan) tanpa pemberitahuan apapun kepada pihak 
PT. RPLN. 
Oleh karena tidak adanya jawaban ataupun tanggapan dari Menkominfo atas permohonan ISR tersebut, 
PT. RPLN mengirimkan Surat Nomor: 995-2/002/SK/MFM/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang 
ditujukan kepada Menkominfo. Intinya surat ini memohon penegasan atas permohonan penerbitan ISR yang 
sudah sampai kurang lebih 7 (tujuh) tahun tanpa ada jawaban. Sedangkan perusahaan lain yaitu PT. Radio 
Medan Cipta Perdana (delta) yang juga mengajukan permohonan ISR dan telah dilakukan pengukuran pada 
periode yang sama dengan PT. RPLN telah memperoleh izin penyiaran radio. 
Oleh karena belum juga ada jawaban maupun tanggapan, PT. RPLN kembali mengirinkan surat yaitu 
Surat Nomor: 995-3/002/SK/MFM/XII/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang intinya juga memohon penjelasan 
dan tanggapan dari Menkominfo. Baru kemudian Menkominfo melalui Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang 
ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio menjawab melalui Surat Nomor: 
150/P/DJPT.4/Kominfo/2/2009 tanggal 11 Februari 2009. Inti jawaban dalam surat itu, bahwa terhadap seluruh 
permohonan IPP dan ISR pada tahun 2001 ditangguhkan (dipending) termasuk permohonan PT. RPLN, karena 
pada tahun tersebut dilakukan penataan ulang frekuensi yang semula dapat disetujui spasi kanal 350 KHz 
menjadi 400 KHz untuk wilayah layanan yang sudah padat (termasuk kota Medan), sedangkan spasi 800 KHz 
untuk wilayah layanan kurang padat.   
Namun setelah penataan ulang frekuensi selesai dilaksanakan dan telah disahkan UU Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran serta dikeluarkannya PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran 
Lembaga Penyiaran Swasta yang berdampak pada seluruh permohonan yang belum diproses sebelum UU dan PP 
tersebut harus mengikuti ketentuan di dalam UU dan PP baru. 
 
3. Dasar Pertimbangan Hakim Membatalkan Keputusan Menkominfo Tentang Permononan 
Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio yang Dimohonkan oleh PT. RPLN 
Terhadap fakta-fakta tersebut, pihak Menkominfo mengajukan eksepsi yang intinya mengatakan 
pengajuan gugatan PT. RPLN telah lewat waktu (kadaluarsa) karena objek sengketa I diterbitkan tanggal 10 
Februari 2010 telah disampaikan ke KPI pada tanggal 12 Februari 2010, kemudian disampaikan kepada KPID-
SU tanggal 12 April 2010, kemudian oleh KPID-SU menyampaikan kepada pihak PT. RPLN pada tanggal 5 Mei 
2010. 
Mengenai kadaluarsa ini pihak PT. RPLN tetap pada gugatannya karena objek sengketa I baru 
diketahuinya pada tanggal 18 Agustus 2010, sehingga sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), maka 
pengajuan gugatan PT. RPLN masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.34 
Eksepsi dari pihak Menkominfo juga mengatakan gugatan PT. RPLN kabur (obscuur libel), namun 
berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c UU PTUN dinyatakan majelis 
bahwa gugatan tersebut sudah memenuhi syarat sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus 
ditolak.35  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim mengatakan pihak PT. RPLN 
memang belum memiliki izin dari sejak tahun 2001 s/d tahun 2010 selama dalam melakukan kegiatan penyiaran 
radio. Oleh karena pihak PT. RPLN belum memiliki izin menurut majelis belum timbul kepentingan hukum dari 
PT. RPLN sendiri untuk mengatakan objek sengketa II batal karena tidak sah dan tidak terbukti secara hukum. 
Jadi dalam hal terhadap objek sengketa II belum ada kepentingan hukum PT. RPLN terhadap objek sengketa II 
ini, sehingga gugatan PT. RPLN terhadap objek sengketa II ini secara hukum ditolak majelis hakim.36 
Suatu syarat perizinan untuk pengurusan mengenai sesuatu hal tertentu diwajibkan menurut undang-
undang sebagaimana M. Makhfudz mengatakan hal itu diperlukan karena perolehan terhadap objek tersebut 
bersifat terbatas, sehingga perolehannya harus diwajibkan izin dari Pemerintah.37 Demikian lah makna yang 
                                                 
34 Wawancara dengan Lucinda Panjaitan, Hakim Anggota pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN 
Medan), pada tanggal 16 Juni 2014. 
35 Wawancara dengan Lucinda Panjaitan, Hakim Anggota pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN 
Medan), pada tanggal 16 Juni 2014. 
36 Wawancara dengan Lucinda Panjaitan, Hakim Anggota pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN 
Medan), pada tanggal 16 Juni 2014. 
37 Darda Syahrizal, Op. cit., hal. 29.  
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dapat dipetik dari norma perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan penyiaran yang mewajibkan izin 
diperoleh dari Menkominfo, yaitu pada hakikatnya bahwa spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam 
sifatnya terbatas. Lagi pula izin spektrum frekuensi itu diperlukan untuk menghindari frekeunsi yang saling 
bertubrukan satu sama lainnya. 
Majelis hakim PTUN Medan menyatakan tidak ada alasan hukum yang tepat berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan tentang penyiaran yang mengatur secara tegas bagi Forum Rapat Bersama (FRB) untuk 
menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dimohonkan oleh pihak PT. RPLN. Sehingga 
majelis hakim PTUN Medan memutuskan tindakan Menkominfo yang memerintahkan menghentikan kegiatan 
mengudara (off air) dan tidak memberikan ISR kepada PT. RPLN pada frekuensi 99,5 MHz adalah merugikan 
kepentingan pihak PT. RPLN.38  
Dasar hukum pertimbangan majelis hakim PTUN Medan adalah Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah 
Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, yang menentukan: 
 
Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi 
kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio 
dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI dan instansi terkait untuk 
mengadakan Forum Rapat Bersama. 
 
Ketentuan Pasal 5 ayat (7) PP tersebut dihubungkan majelis hakim dengan asas-asas atau prinsip-
prinsip good givernance. Argumentasi hakim selain karena Menkominfo tidak memanfaatkan jangka waktu 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja tersebut secara efisien, juga tindakannya itu bertentangan dengan asas-asas 
atau prinsip-prinsip good givernance. Keputusan majelis hakim PTUN Medan ini di semua tingkat pengadilan 
dikuatkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi39, upaya kasasi Menkominfo dan Kepala Balai Monitor Spektrum 
Frekuensi Radio Kelas II Medan ditolak oleh MA40, serta upaya PK dari PT. Radio Kardopa Medan ditolak oleh 
MA41. 
Majelis hakim PTUN Medan sependapat dengan argumentasi Menkominfo yang mengatakan 
permohonan izin PT. RPLN dari tahun 2001 sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa I tahun 2010 adalah 
patut ditangguhkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang baru,42 sehubungan dengan penataan ulang 
frekeunsi dengan terjadinya pergeseran spasi kanal frekuensi dari 350 KHz menjadi 400 KHz serta 
diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Namun majelis hakim PTUN Medan tetap mengatakan 
tindakan menkominfo tersebut telah merugikan pihak PT. RPLN. 
 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan uraian dari permasalahan maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Pengaturan tentang pemberian izin penyelengaraan penyiaran dengan menggunakan spektrum 
frekuensi radio di Indonesia diwajibkan bagi setiap orang, baik badan hukum (pemerintah, swasta 
maupun asing di Indonesia) memperoleh izin dari Pemerintah cq Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. Perolehan izin dilaksanakan dalam waktu singkat. Dengan beberapa tahapan perolehan 
izin penyelenggaraan penyiaran radio. Izin prinsip diperoleh paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 
dimohonkan izinnya untuk Izin Stasiun Radio (ISR) penggunaan spektrum frekuensi radio paling lama 
44 (empat puluh empat) hari kerja. Sedangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang bersifat tetap (IPP 
tetap) dapat diperoleh jika pemohon mengajukannya setelah memperoleh izin prinsip, maka selama 14 
(empat belas) hari, jika memenuhi syarat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS), Menkominfo harus 
mengeluarkan IPP kepada pemohon. 
2. Prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik dikaitkan dengan permohonan izin penyelenggaraan 
penyiaran yang dimohonkan oleh PT. RPLN tidak dilaksanakan secara optimal dan bijaksana, terutama 
bagi Menkominfo dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan. Pemerintah 
dalam perkara ini tidak menerapkan asas adil dan merata, asas kepastian hukum, asas transparansi, 
asas kesamaan pengambilan keputusan, asas bertindak cermat, asas pelayanan yang layak, asas 
kebijaksanaan, prinsip kepedulian, prinsip efektivitas dan efisiensi.  
3. Dasar pertimbangan hakim membatalkan keputusan menkominfo atas permohonan izin 
penyelenggaraan penyiaran radio yang dimohonkan oleh PT. RPLN cukup beralasan secara yuridis 
didasarkan pada pertimbangan asas-asas atau prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan 
telah dinormatifkan di dalam undang-undang. Secara filosofis keputusan administrasi negara pada 
                                                 
38 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 12 April 2011, hal. 97-98. 
39 Putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 4 Oktober 
2011, hal. 26. 
40 Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 39/K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012, hal. 91. 
41 Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor 07/PK/TUN/2013 tanggal 2 Mei 2013, hal. 53. 
42 Wawancara dengan Lucinda Panjaitan, Hakim Anggota pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN 
Medan), pada tanggal 16 Juni 2014. 
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hakikatnya untuk mencegah kerugian bagi publik khususnya pihak PT. RPLN. Sedangkan pertimbangan 
sosiologisnya adalah guna memperhatikan sedemikian pentingnya penyiaran bagi kehidupan sosial 
harus diselenggaran dengan secara efisien dan tepat guna. 
 
B. Saran 
Berdasarkan asil penelitian terhadap permasalahan, maka disarankan: 
1. Agar norma tentang penyelesaian dalam waktu singkat, dapat dipahami oleh Pemerintah cq 
Menkominfo dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan harus mampu 
mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat, efisien, dan tepat guna. 
2. Agar Pemerintah cq Menkominfo dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan 
bertindak sebagai pelayan publik yang aktif dengan melaksanakan pelayanan kepada warganya 
berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip good governance.  
3. Agar dalam pertimbangannya majelis hakim alangkah baiknya mempertimbangkan semua asas-asas 
atau prinsip-prinsip good governance yang lainnya khususnya yang menyangkut asas-asas atau prinsip-
prinsip di bidang telekomunikasi dan penyiaran.  
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